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ABSTRACT


One of the natural richness that exist in almost all regions of Indonesia is a mineral excavation class C. Class C material is intended in the category of non- strategic minerals and vital. As minerals are not strategic and vital, the authority granting the mineral category C, since the reign of centralized to decentralized period, are at the local government. Samarinda city geologically is an area that potentially has significant materials, such as minerals category C, such as urug soil, clay, sand and so on. In some locations these minerals have endeavored to mining stage, either by foreign firms and domestic firms or by local people.


In the preamble weigh Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal stated that the mineral and coal mining law contained in the region of Indonesia is a non-renewable natural resources as the gift of God Almighty who has a role in meeting the livelihood of many people because it management should be controlled by the state, to provide added value for certain and evident to the growth of the national economy in order to achieve prosperity and welfare of the people equitably.


Mining Permit (SIPD) Samarinda city still adhere to the old local regulations and decisions Samarinda Mayor earlier, prior to the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal. The reasons are still using the old rule is because there is a new issuance of regional regulations governing mineral and coal mining in Samarinda, so that the old rules are still used in the implementation of the mining permit in the city of Samarinda.


Government should Samarinda through Integrated Licensing Service Agency, immediately revoke the mining license area is excavated materials issued Class C post enacted Law No. 4 of 2009, and no longer issuing new Regional Permit Penembangan or extension before the relevant local legislation by Act No. 4 of 2009, and the Department of Industry, Trade, Mining and Energy Samarinda City should not issue recommendations Regional Mining Permit issuance minerals group with C. Samarinda City Government Legislative Council as soon as possible Samarinda revise Bylaw No. 17 of 2008 in order to be adapted by Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, in order to avoid conflict between the laws which are above the regional regulation.

BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Salah satu potensi kekayaan alam yang hampir ada di seluruh wilayah Indonesia adalah bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C tersebut dimaksudkan dalam kategori bahan galian yang tidak strategis dan tidak vital. Sebagai bahan galian yang tidak strategis dan tidak vital, otoritas pemberian ijin bahan galian golongan C tersebut, sejak masa pemerintahan sentralistik sampai masa desentralistik, berada pada pemerintah daerah.

Kota Samarinda secara geologi merupakan daerah yang berpotensi memiliki bahan yang cukup berarti, seperti bahan galian golongan C, seperti tanah uruk, tanah liat, pasir dan sebagainya. Di beberapa lokasi bahan galian tersebut telah diusahakan sampai tahap penambangan, baik oleh perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri atau oleh rakyat setempat.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan :
1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara, untuk memberikan nilai tambah secara pasti dan nyata  bagi pertumbuhan perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraanrakyat secara berkeadilan.
2. Bahwa bagian usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan pertambangan, diluar panas bumi, gas bumi serta air tanah yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal dan  transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.
4. Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c merasa perlu membentuk undang-undang tentang pembangunan mineral dan batubara.
Sehubungan dengan itu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan : 
“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengolahan dan pemurnian, penangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.”
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan :
“Usaha pertambangan adalah suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.”
Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan : “izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin mengusahakan pertambangan“.
Sehubungan dengan ijin usaha pertambangan tersebut dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan :
1.   Izin Usaha Pertambangan terdiri dari dua tahap :
a. Izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
b. Izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi pertambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
2. Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukan :
1. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun;
2. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun;
3. Izin usaha eksplorasi jenis batuan dapat diberikan jangka waktu 3 tahun;
4. Izin usaha eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan waktu paling lama 7 tahun.
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan :
1. Dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun;
2. Izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun;
3. Izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing lima tahun;
4. Izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing sepuluh tahun.
Izin usaha pertambangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan diatas akan berakhir karena habis masa berlakunya (Pasal 117 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) dan dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin usaha pertambangan tersebut telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan. Izin usaha pertambangan tersebut berakhir (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
Dalam kaitannya dengan izin pertambangan bahan galian golongan C khususnya di Kota Samarinda, selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengacu pula kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2001 tetang Prosedur Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk Bahan Galian Golongan C sebagai dasar hukum perizinan pertambangan bahan galian golongan C tersebut.
Namun dalam kenyatannya, penerbitan surat izin pertambangan bahan Galian golongan C tersebut, tidak sepenuhnya mengacu kepada peraturan tersebut diatas. Misalnya keputusan Walikota Samarinda tanggal 14 Mei 2010 Nomor 06 Tahun 2010 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Jenis Tanah Urug, Keputusan Walikota Samarinda tanggal 16 Juni 2010 Nomor 17 Tahun 2010 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Jenis Lampung Koalin, Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 018 Tahun 2010 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Jenis Tanah Urug.
Padahal diketahui bahwa peraturan perundang-undangan tentang penambangan mineral dan batubara diterbitkan pada tahun 2009, demikian juga dengan peraturan tentang pelaksanaan kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara diterbitkan pada tahun 2009, namun dalam prakteknya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C berdasarkan keputusan Walikota Samarinda tersebut masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terdahulu, sehingga disini menimbulkan suatu persoalan bagaimanakah keabsahan dan tanggung jawab Walikota Samarinda atas penerbitan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) komoditas tambang golongan bahan galian golongan C  tersebut ?
Memperhatikan keadaan faktual tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas serta menganalisanya kedalam sebuah jurnal yang diberi judul : “KEABSAHAN PENERBITAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH KOMODITAS TAMBANG GOLONGAN BATUAN DI KOTA SAMARINDA”.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Beberapa masalah yang akan dibahas disini, adalah :
1. Bagaimana keabsahan penerbitan SuratIzin Pertambagan Daerah (SIPD) komoditas tambang golongan batuan (bahan galian golongan C) di Kota Samarinda ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Walikota Samarinda atas penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) komoditas tambang golongan batuan (bahan galian golongan C) ?
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) komoditas tambang golongan Batuan (bahan galian golongan C) di Samarinda;
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban Walikota Samarinda atas penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) komoditas tambang golongan batuan (bahan galian golongan C).
Sedangkan yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dalam mempelajari dan memahami tentang penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah komoditas tambang golongan batuan di Kota Samarinda;
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang bekenaan dengan penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) komoditas tambang golongan C di Kota Samarinda.
D.
Metode dan Teknik Penelitian
Dalam penelitian ini, pada prinsipnya digunakan metode penelitian hukumempiris, yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berusaha untuk memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang akan dibahas, untuk kemudian dianalisis dan dipecahkan melalui penafsiran-penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data hasil penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.
 Data primer dikumpulkan melalui :
1. Wawancara dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) dan Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, dialog sekitar mekanisme penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah, sehingga diperoleh data izin pertambangan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda tahun 2009 sampai tahun 2011;
2. Pengamatan, dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu pertambangan bahan galian golongan C berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah(SIPD).
Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah :
1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang  mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Keputusan Walikota Samarinda tentang Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan C.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu literatur serta buku-buku bacaan lainnya, seperti majalah, tabloid, surat kabar dan lain sebagainya, pada prinsipnya yang berhubungan erat dengan pemasalahan.
3. Bahan tersier yaitu bahan hukumnya sebagai pelengkap/penunjang, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain sebagainya.
BAB II KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara
Mengingat batubara dan mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam alam dan merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran secara berkelanjutan.
Sehubungan dengan itu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan :
“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan  pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”
Pertambangan mineral menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih besi atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, sedangkan pertambangan batubara menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk sendimen padat, gambut dan batuan  aspal. Pertambangan mineral dan atau batubara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikelola berasaskan :
1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. Partisipasi, tranparansi dan akuntabilitas; 
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sedangkan tujuan pengelolaan mineral dan batubara tersebut menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:
1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan atau pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna serta berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dan keperluan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing baik ditingkat nasional, regional dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambanagan mineral dan batubara.
B.
Pengertian dan Dasar Hukum Pertmbangan Komoditas Tambang Golongan Batuan(Bahan Galian Golongan C)
Bahan  galian adalah segala bahan yang perolehannya dilakukan melalui kegiatan penambangan berupa unsur kimia, mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batu mulia yang merupakan endapan alam, dengan karaktersistik berupa benda padat, cair dan gas yang keadaannya masih dalam bentuk endapan atau letak alam yang melekat pada batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia.
Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bumi, air, dan kekeayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkenan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi :
1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat;
2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersediannya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai bahan energi untuk kebutuhan dalam negeri;
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna dan berdaya saing;
4. Pelaksanaan pendapatan masyarakat lokal daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral, sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
Mengenai komoditas tambang golongan batuan menurut penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian menyebutkan bahwa bahan galian golongan C adalah merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian yang strategis dan vital, yang berarti karena sifatnya yang tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional selnjutnya ketentuan Pasal 1 huruf (i) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C menyebutkan bahwa usaha pertambangan galian adalah segala kegiatan usaha penambagan bahan galian golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
C.
ProsedurPenerbitan Izin Usaha Pertambangan Komoditas TambangGolongan Batuan(Bahan Galian Golongan C)
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas tambang golongan batuan (bahan galian golongan C) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010).Sehubungan dengan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan :
1. Untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan, badan usaha, koperasi atau perorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) kepada :
a. Menteri, untuk permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di lintas provinsi dan atau wilayah laut lebih dari 12mil dari garis pantai;
b. Gubernur, untuk permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada dilintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan atau wilayah laut sampai 12 mil dari garis pantai; dan
c. Bupati, untuk  permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut 4 mil dari garis pantai.
2. Sebelum memberikan Izin Usaha Wilayah Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur atau Bupati/Walikota;
b. Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
3. Gubernur atau  Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) dalam jangka waktu 10 hari, sejak permohonan rekomendasi itu diajukan.
Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografi lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP ).
Menteri, Gubernur dan Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangan, paling lama 10 hari kerja setelah diterimanya permohonan, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas wilayah izin usaha pertambangan tersebut. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon wilayah izin usaha pertambangan disertai dengan penyerahan peta wilayah izin usaha pertambangan berikut koordinat wilayah izin usaha pertambangan, sebaliknya keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon wilayah izin usaha pertambangan disertai dengan alasan penolakan (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010).
Setelah memiliki wilayah izin usaha pertambangan, lalu diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi batuan dengan persyaratan yang meliputi administrasi, teknis dan lingkungan dan finansial (Pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ), yaitu :
1. Persyaratan adminstrasi izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi batuan untuk :
a. Badan usaha, meliputi surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak di usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi, daftar pemegang saham, serta surat keterangan domisili (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 );
b. Koperasi, meliputi surat permohonan, profil koperasi, akte pendirian koperasi yang bergerak dalam usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan pengurus koperasi, serta keterangan domisili (Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010);
c. Perorangan, meliputi, kartu tanda penduduk, ketarangan wajib pajak, serta surat keterangan domisili (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
d. Perusahan Firma atau Perusahan Komenditer, meliputi surat permohonan, profil perusahan, akte  pendirian perusahan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun, peta willayah izin usaha pertambangan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis lintang bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geologi yang berlaku secara nasional.
2. Persyaratan Teknis
a. Izin usaha pertambangan eksplorasi, meliputi daftar riwayat hidup, dan surat pernyatan tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun, peta wilayah izin usaha pertambangan yang dilengkapi dengan peta wilayah geografis lintang bujur sesuai dengan ketentuan sistem geologi yang berlaku secara nasional;
b. Izin usaha pertambangan operasi produksi, meliputi peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geologi yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana kerja dan anggaran, biaya, rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan tersedianya ahli-ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun.
3.
Persyaratan Lingkungan
a. Izin usaha pertambangan eksplorasi, meliputi pernyataan mematuhi ketantuan peraturan perundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga pernyataan atas  persetujuan dokumen lingkungan hidup;
b. Izin usaha pertambangan operasi produksi, meliputi pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundangan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.
Persyaratan Finansial
a. Izin usaha pertambangan eksplorasi, meliputi penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah serta pembayaran percetakan peta wilayah izin usaha pertambangan atas permohonan wilayah;
b. Izin usaha pertambangan operasi produksi, meliputi laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terkahir, serta bukti pembayaran pengganti investasi sesuai nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang wilayah izin usaha pertambangan.
D.
Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah KomoditasTambang Golongan Batuan di Kota Samarinda
Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian ditetapkan oleh Kepala Daerah yang meliputi :
a. Mengatur, mengurus dan membina serta mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian;
b. Melakukan kegiatan inventarisasi dan penataan bahan galian;
c. Memberikan izin pertambangan daerah bahan galian;
d. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian;
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan bahan galian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mengenai tata cara memperoleh surat izin pertambangan daerah, dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan :
1. Permohonan surat izin pertambangan daerah disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
2. Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapatkan surat izin pertambangan daerah;
3. Permohonan surat izin pertambangan daerah ekplorasi harus dilampiri dengan :
a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukkan titik koordinat secara jelas dengan skala 1:5.000 atau disesuaikan dengan kondisi;
b. Peta situasi wilayah pertambangan skala 1:25.000 atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
4. Apabila dalam wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka izin pertambanagan daerah diberikan kepada pemohon pertama.
Ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008, menentukan bahwa surat izin pertambangan daerah dinyatakan tidak berlaku karena :
a. Masa berlaku surat izin pertambangan daerah telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. Pemegang surat izin pertambangan daerah mengembalikan kepada kepala daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat izin pertambangan daerah yang bersangkutan;
c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam peraturan daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat izin pertambangan daerah
d. Pemegang surat izin pertambangan daerah tidak mengusahakan pertambangan bahan galian dalam jangka waktu 6 bulan setelah diterbitkannya surat izin pertambangan daerah atau selama 2 tahun menghentikan usaha pertambangan bahan galian tanpa memberikan alasan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. Surat izin pertambangan daerah dapat dibatalkan oleh kepala daerah jika ternyata dikemudian hari terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Keputusan izin penambangan daerah dapat dibatalkan dengan keputusan kepala daerah untuk kepentingan negara.
Mengenai kewajiban pemegang surat izin pertambangan daerah, dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008 menentukan :
1. Pemegang surat izin pertambangan daerah wajib membayar retribusi berupa retribusi eksplorasi dan retribusi perizinan;
2. Pemegang surat izin pertambangan daerah wajib melakukan pemeliharaan di bidang pengusahaan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan petunjuk pejabat pelaksana inspeksi tambang;
3. Pemegang surat izin pertambangan daerah wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya, setidaknya setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
4. Pemegang surat izin pertambangan daerah diwajibkan memberikan laporan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan daerah;
5. Guna kepentingan kelestarian lingkungan hidup, kepada pemegang surat izin pertambangan daerah diwajibkan membayar/menyetor uang reklamasi wilayah usaha pertambanagan kepada pemerintah kota yang besarnya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup atas nama Kepala Daerah.
Selain itu, pemegang surat izin pertambangan daerah diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya kepada pemilik tanah dalam wilayah surat izin pertambangan daerah maupun diluarnya. Kerugian yang diakibatkan oleh dua pemegang surat izin pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama-sama (Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008).
Pembinaan dan pengawasan serta pengendalian teknis usaha pertambanagan bahan galian dilaksanakan oleh kepala daerah, tata cara pengawasan dan pengendalian berpedoman kepada ketentuan perundangan yang berlaku, dan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, perorangan, badan usaha, koperasi yang mengusahakan pertambangan bahan galian, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat adminstrasi maupun teknis (Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008).
Mengenai ketentuan pidana dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota  Samarinda, menyatakan :
1. Pelanggaran ketentuan Pemerintah Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
3. Apabila dalam melakukan kegiatannya menyebabkan kerusakan lingkungan dikenakan ancaman pidana seperti tercantum pada peraturan perundangan yang berlaku.
Mengenai mekanisme penerbitan surat izin pertambangan daerah bahan galian golongan C di Kota Samarinda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008 adalah bahwa pemohon menyampaikan izin kepada Walikota Samarinda melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda, akan meminta saran teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energi Kota Samarinda, kemudian saran dan teknis tersebut diserahkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Kota Samarinda. Kemudian dibentuklah tim yang terkait dengan surat izin pertambangan bahan galian golongan C, yang terdiri dari bagian hukum Pemerintah Kota Samarinda, Kantor  Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dan Tata Ruang Pemerintah Kota Samarinda, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda.
Kemudian tim tersebut memberikan pertimbangan kepada Walikota Samarinda tentang layak atau tidaknya permohonan tersebut mendapatkan surat izin pertambangan daerah bahan galian golongan C dan pertimbangan tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya diserahkan kepada Walikota untuk memutuskan pemberian surat izin pertambangan daerah bahan galian golongan C, selanjutnya Walikota Samarinda melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, memberikan surat izin pertambangan daerah bahan galian golongan C tersebut.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Keabsahan Penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah Komoditas Tambang Golongan Batuan di Kota Samarinda
Dalam kenyataannya, penerbitan surat izin pertambangan bahan galian golongan C tersebut tidak sepenuhnya mengacu kepada peraturan tersebut diatas. Misalnya, Keputusan Walikota Samarinda tanggal 14 Mei 2010, Nomor  06 Tahun 2010 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Jenis Tanah Urug, Keputusan Walikota Samarinda tanggal 06 Juni 2010, Nomor 07 Tahun 2010 tentang Surat Izin Pertambanagan Daerah Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Jenis Lempung Kaolin, serta Keputusan Walikota Samarinda tanggal 22 Oktober 2010, Nomor 018 Tahun 2010 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Jenis Tanah Urug.
Padahal diketahui bahwa peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batubara diterbitkan pada tahun 2009, demikian juga dengan peraturan tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diterbitkan pada tahun 2009, namun dalam prakteknya penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Bahan Galian Golongan C berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda masih mengacu pada peraturan perundangan yang sudah ada (terdahulu), sehingga disini menimbulkan suatu persoalan bagaimana keabsahan penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah komoditas tambang golongan atuan (Bahan Galian Golongan C) tersebut.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikemukakan bahwa dalam ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan :
1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008, menentukan bahwa Surat Izin Pertambanagan Daerah, dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah, jika ternyata dikemudian hari terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian menurut hemat penulis,jelas bahwa Surat Izin Pertambangan Daerah, yang telah diterbitkan oleh Walikota Samarinda sebagaimana tersebut diatas, secara yuridis formal tidak sah dan batal demi hukum karena masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Padahal secara nyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok  Pertambangan telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga mengacu kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008, maka penerbitan surat izin pertambangan daerah tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang berlaku.
Walaupun secara normatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, secara otomatis Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian Pemerintah Kota Samarinda mengambil kebijakan tentang tetap menerbitkan Surat Izin Pertambangan Daerah, dengan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda belum mempunyai peraturan daerah yang baru, yang mengatur mengenai pertambangan bahan galian golongan C, karena untuk membuat peraturan daerah yang baru memerlukan biaya yang cukup besar.  
Selain itu, Pemerintah Kota Samarinda juga mempertimbangkan aspek-aspek antara lain :
a. Bahwa Kalimantan Timur pada umumnya dan Kota Samarinda pada khususnya merupakan daerah yang sedang membangun dan sangat membutuhkan tanah urug, sehingga demi kelangsungan pembangunan khususnya Kota Samarinda, maka Pemerintah Kota Samarinda masih menerbitkan Surat Izin Pertambangan Daerah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
b. Adanya kekhawatiran bagi Pemerintah Kota Samarinda apabila mencabut Surat Izin Pertambangan Daerah yang terlanjur diberikan akan mendapat gugatan Tata Usaha Negara dari pemilik Surat Izin Pertambangan Daerah.
B.
Pertangungjawaban Walikota Samarinda atas Penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah Komoditas Tambang Golongan Batuan
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, salah satu potensi kekayaan alam yang ada diwilayah Kota Samarinda adalah bahan galian golongan C seperti tanah laten (tanah  urug), pasir, kaolin, kerikil untuk bangunan, lempunguntuk bahan pembuat batu bata, kebutuhan akan bahan galian C tersebut didukung dengan adanya kegiatan penambangan bahan galian golongan C di wilayah Kota Samarinda.
Mengenai mekanisme penerbitanSurat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C di Kota Samarinda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008, adalah bahwa pemohon menyampaikan permohonan izin kepada Walikota Samarinda melalui Badan Pelayanan Izin Terpadu Kota Samarinda, yang selanjutnya Badan Pelayanan Izin Terpadu Kota Samarinda akan meminta saran teknis dari Dinas Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Kota Samarinda, kemudian saranteknis tersebut diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda, kemudian dibentuk tim yang terkait dengan pertambangan bahan galian golongan C yang terdiri dari bagian hukum Pemerintah Kota Samarinda, Kantor Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Samarinda, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.
 Kemudian tim tersebut memberikan pertimbangan kepada Walikota Samarinda tentang layak atau tidaknya permohonan tersebut mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, dan pertimbangan tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya diserahkan kepada Walikota Samarinda, untuk memutuskan pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C. Selanjutnya Walikota Samarinda melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Samarinda, menerbitkan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.
Namun dalam kenyataannya, penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C tersebut, tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan C, sebagai dasar hukum perizinan pertambangan bahan galian golongan C tersebut.
Padahal diketahui bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangantelah dicabut dan dinayatakan tidak berlaku lagi, serta semua peraturan perundangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-KetentuanPokok Pertambangan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 173 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
Dengan demikian, penerbitanSurat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda pada tahun 2010, tersebut sudah tidak relevan lagi karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Terhadap kenyataan tersebut, menurut hemat penulis, bahwa Walikotamelalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda selaku penerbit Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C pada tahun 2010 tersebut, harus mempertanggungjawabkan sacara administrasi dengan mencabut, memperbaharui danatau menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C tersebut, karena sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam hal penanganan terhadap telah diterbitkan Surat Izin PertambanganDaerah Bahan Galian Golongan C tersebut, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda dapat melakukan  tindakan-tindakanpreemtif,preventif,dan represif. Tindakan preemtif yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada pemilik Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C untuk mengehentikan sementara kegiatan pertambangan serta memperbaharui Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, selain itu juga melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, untuk tidak merekomendasikan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang baru.
Sedangkan upaya Preventif yaitu dengan melaksanakan patroli bersama aparat penegak hukum keareal pertambangan untuk mencegah terjadinya penambangan dengan menggunakan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sedangkan tindakan represif yaitu dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan pidana penambangan dengan menggunakan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan mengajukan perkaranya ke pengadilan.
Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban secara pidana, maka terhadap pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang tidak sah tersebut, jika masih melakukan penambangan, maka dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral dan Batubara, sedangkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda selaku pejabat yang melakukan penandatanganan dalam penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C maupun Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Samarinda selaku pejabat yang melakukan rekomendasi dalam penerbitan Surat Izin Pertambanagan Daerah Bahan Galian Golongan C dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara jo  Pasal2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambanagan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP.
Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Surat Izin Usaha Penambangan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 40 ayat (3),Pasal 48, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan disini adalah:
1. Bahwa pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian golongan C yang diterbitkan oleh Walikota Samarinda secara yuridis tidak sah dan batal demi hukum, sebab proses penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah tersebut masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang mana Perda tersebut merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-KetentuanPokok Pertambangan, padahal secara nyata telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-KetentuanPokok Pertambangan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta semua peraturan perundangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-KetentuanPokok Pertambangan dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 173 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), sedangkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C, isinya sudah tidak relevan/bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.Namun demikian Pemerintah Kota Samarinda mengambil kebijakan untuk tetap menerbitkan SuratIzinPertambangan Daerah, yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Kota Samarinda belum mempunyai peraturan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Bahwa Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pelayanan Izin Terpadu Kota Samarinda selaku instansi penerbit Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, harus mempertanggungjawabkan secara administrasi, dengan mencabut dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi Surat IzinPenambangan Daerah bahan galian golongan C, yang telah diterbitkan tersebut, karena Surat Izin Pertambangan Daerah tersebut sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudianterhadap pemegang SuratIzin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, yang tidak sah tersebut, jika masih melakukan penambangan, maka dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara jo.Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu, maupun Kepala Dinas Perindustrian, Perdaganagan, Pertambangan dan Energi Kota Samarinda selaku pejabat yang menerbikan rekomendasi dalam penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, dapat dimintakanpertanggungjawabannyasecara pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP.
B.
Saran-Saran
Beberapa saran yang bisa dikemukan di sini adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sesegera mungkin mencabut SuratIzin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang diterbitkan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan tidak menerbitkan lagi Surat Izin Penembangan Daerah baru maupun perpanjangan sebelum memiliki peratauran daerah yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Samarinda hendaknya tidak mengeluarkan rekomendasi penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.
2. Hendaknya Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda secepat mungkin merevisi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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